
   

 

 

 

 

 

BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PASURUAN  

NOMOR  29 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai 

perlu mempertimbangkan kelas jabatan sesuai dengan 

hasil analisis dan evaluasi jabatan; 

b. bahwa berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/465/M.SM.04.00/2021 tanggal 27 April 2021, Hal 

Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan, permohonan validasi hasil evaluasi jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah 

mendapat persetujuan;  

c. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 

2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 sudah 

tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547);   

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);   

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2014  Nomor 199); 

  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

  15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi 

Jabatan; 

  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 

2020; 

  18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

  19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

  20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan; 

  21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pasuruan; 
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  22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2017; 

  23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Kabupaten Pasuruan;  

  24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber 

Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan; 

  25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Pasuruan; 

  26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Pasuruan; 

  27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten 

Pasuruan; 

  28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Pasuruan; 

  29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan; 

  30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan; 

  31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Pasuruan; 

  32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan; 

  33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan; 
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  34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pasuruan; 

  35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Pasuruan; 

  36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan; 

  37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pasuruan; 

  38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Pasuruan; 

  39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten 

Pasuruan; 

  40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; 

  41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten 

Pasuruan; 

  42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan; 

  43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pasuruan; 

  44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan; 

  45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pasuruan; 
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  46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan; 

  47. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten 

Pasuruan; 

  48. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 

49. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pasuruan; 

50. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pasuruan; 

51. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; 

52. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang 

Kabupaten Pasuruan; 

53. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan; 

54. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan; 

55. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Perikanan Kabupaten Pasuruan; 

56. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pasuruan; 

57. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan; 
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58. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2018 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan; 

59. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pasuruan; 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

Pasal 1 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2018 tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dinyatakan 

tidak berlaku.  

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

 

TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL PARAF 

Sekretaris Daerah   

Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

  

Kabag. Hukum   

Kabag. Organisasi   

Kasubag.Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan 

  

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal   30 – 4 – 2021  

BUPATI PASURUAN, 

 

           ttd 

 

M. IRSYAD YUSUF 

 

diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal  30 – 4 – 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN, 
 

            ttd 
 

ANANG SAIFUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR  29 











It 2 5 63 7 8 94 10 11

PUSKESMAS BULUKANDANG

Kepala UPT Puskesmas Bulukandang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS SUKOREJO

Kepala UPT Puskesmas Sukorejo

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS PANDAAN

Kepala UPT Puskesmas Pandaan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

I4I 1.430 1009 1 175 1 1 450 251 1 30 3 340 1 310

142 1.295 1 1008 175 1 1 450 1 25 1 230 205 1 310

143 1.430 1 175 1009 1 1 450 1 25 1 30 3 340 3101

144 1.295 175 1008 1 1 1 450 251 1 30 2 205 1 310

145 1.430 175 100 4509 1 1 1 25 301 3 340 1 310
146 8 1.295 1 175 1 100 251 450 1 30 2 205 1 310

PUSKESMAS SEBANI

Kepala UPT Puskesmas Sebani

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

147 1.430 1 1009 175 1 1 450 1 25 1 30 3 340 310
148 1.295 1 175 100 450 1 28 1 1 1 25 30 205 310

PUSKESMAS GEMPOL

Kepala UPT Puskesmas Gempol

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

149 1.430 1 175 1 1009 1 450 25 1 301 3 340 3101

150 1.295 1008 1 175 1 1 450 25 11 30 2 205 1 310

PUSKESMAS KEPULUNGAN

Kepala UPT Puskesmas Kepulungan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS BEJI

Kepala UPT Puskesmas Beji

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS BANGIL

Kepala UPT Puskesmas Bangil

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS RACI

Kepala UPT Puskesmas Raci

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS REMBANG~
Kepala UPT Puskesmas Rembang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS KRATON

Kepala UPT Puskesmas Kraton

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS NGEMPIT

Kepala UPT Puskesmas Ngempit

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS POHJENTREK

Kepala UPT Puskesmas Pohjentrek

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS GONDANGWETAN

Kepala UPT Puskesmas Gondangwetan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

PUSKESMAS REJOSO

151 1.430 175 100 4509 1 1 1 1 25 1 30 3 340 1 310

152 1.295 1 1008 175 1 450 25 11 30 2 205 1 310

153 1.430 1 175 1009 1 1 450 25 301 3 340 1 310

154 1.295 175 1008 1 1 450 251 1 1 30 2 205 3101

155 1.430 1 1 1009 175 1 450 1 325 30 340 3101

156 1.295 175 1008 1 1 1 450 25 301 1 2 205 3101

157 1.430 175 1009 1 1 1 450 1 25 301 3 340 1 310

158 1.295 1 175 1008 1 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

159 1.430 1 175 1 100 4509 1 1 25 301 3 340 1 310

160 1.295 1 1 1008 175 1 450 1 25 1 230 205 3101

161 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 330 340 3101

162 1.2958 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 3101

163 9 1.430 1 175 1 100 4501 1 25 30 3 340 3101

164 1.295 1758 1 100 450 251 1 1 1 30 205 3102 1

165 1.4309 1 175 1 100 450 251 1 1 30 3 340 1 310

166 1.295 175 1008 1 1 1 450 1 25 1 30 2 205 3101

167 1.430

1.295

1 1009 175 1 1 450 1 25 1 30 3 340 3101

1 68 11 175 100 1 4508 1 25 1 30 2 205 3101
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